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KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.  

Sebagai  satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (input), proses (process), keluaran (output) dan dampak/ hasil (outcome), serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.
Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (international best practices).  

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Kedokteran Nuklir merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Kedokteran Nuklir yang terdiri atas:

	BUKU I
	–
	NASKAH AKADEMIK  

	BUKU II
	–
	STANDAR DAN PROSEDUR 

	BUKU IIIA
	–
	BORANG  PROGRAM STUDI 

	BUKU IIIB
	–
	BORANG  UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 

	BUKU IV
	–
	PANDUAN PENGISIAN BORANG 

	BUKU V
	–
	PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VI
	–
	MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VII
	–
	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN 

	BUKU VIII
	–
	PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI


Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah  disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Kedokteran Nuklir. 

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Kedokteran Nuklir di seluruh Indonesia.
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BAB I
LATAR BELAKANG
1.1  Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik  di Indonesia

 Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh ilmu-ilmu pendukungnya, ilmu kedokteran nuklir dewasa ini telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu kedokteran yang mandiri. Kemandirian sebagai suatu disiplin ilmu tercermin pula dengan berdirinya berbagai organisasi keilmuan dan profesi dalam bidang ini, seperti Society of Nuclear Medicine di Amerika Serikat, European Association of Nuclear Medicine, Japan Society of Nuclear Medicine, Korean Society of Nuclear Medicine, Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine, World Federation of Nuclear Medicine and Biology, Asia and Oceania Federation of Nuclear Medicine and Biology dan lain - lain.

Pengakuan sebagai suatu disiplin ilmu datang pula dari badan-badan internasional, seperti the International Atomic Energy Agency (IAEA) dan World Health Organization (WHO). Kedua badan internasional tersebut, dalam satu seminar pada tahun 1988, telah mengeluarkan rekomendasi agar ilmu kedokteran nuklir ditetapkan sebagai suatu disiplin ilmu kedokteran klinik, dan spesialisasi dalam ilmu kedokteran nuklir dapat merupakan salah satu dari pilihan dalam pengembangan karier seorang dokter.

Pada seminar yang diselenggarakan oleh IAEA dan WHO pada tahun 1988 di Wina (Austria), yaitu Seminar on Training in Nuclear Medicine in Developing Countries, telah dirumuskan definisi Ilmu Kedokteran Nuklir sebagai berikut Nuclear Medicine is defined as a specialty which uses the nuclear propertiescf matter to investigate physiology and anatomy, diagnoses diseases, and to treat with unsealed sources of radionuclide.
Ilmu kedokteran nuklir memiliki beberapa kekhasan yang membedakannya dari disiplin ilmu lain yaitu :

1. Ilmu kedokteran nuklir merupakan perpaduan dari ilmu kedokteran dasar dan klinik, fisika dan biologi nuklir, radiokimia/radiofarmasi instrumentasi, dan informatika.

2. Teknik kedokteran nuklir menggunakan radiasi pengion dari sumber radiasi terbuka, yaitu dari radionuklida buatan.

3. Teknik kedokteran nuklir berlandaskan pada proses fisiologi dan patofisiologi dari organ yang diteliti, pada tingkat seluler danmolekuler.

4. Melalui teknik kedokteran nuklir dapat diperoleh informasi yang bersifat fungsional statik dan dinamik, yang merupakan refleksi dari proses atau perubahan fungsional yang terjadi pada sel sampai tingkat molekuler.

5. Radiasi yang diterima oleh penderita pada umumnya sama atau tidak lebih tinggi dari radiasi pada prosedur diagnostik radiologi yang selama ini telah digunakan secara luas.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik, kedokteran nuklir sejak akhir tahun enampuluhan, telah menunjukkan peranan yang berarti dalam menunjang pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan di Indonesia.

Selain demikian disadari, bahwa peranan tersebut belum optimal dan tidak berkembang sebagaimana mestinya, karena belum memadainya tenaga ahli yang profesional dan berdedikasi untuk mengelola unit-unit kedokteran nuklir yang ada. Di samping itu dirasakan pula kurangnya apresiasi dari masyarakat kedokteran sendiri terhadap cabang ilmu ini di Indonesia, antara lain disebabkan interaksi dan komunikasi ilmiah yang tidak adekuat. Keadaan demikian tentu tidak menguntungkan, dalam mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dan dengan telah diakuinya spesialis kedokteran nuklir oleh Ikatan Dokter Indonesia (Surat Keputusan PB IDI I37/PB/A.4/08/93 tanggal 19 Agustus 1993), maka pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir sudah selayaknya diselenggarakan di Indonesia. Adanya pendidikan tersebut akan memacu perkembangan ilmu kedokteran nuklir di Indonesia, dan akan menumbuhkan minat dan apresiasi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk menekuni disiplin ilmu ini, serta mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan. 
1.2 Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir
Suatu program  pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir harus dan wajib mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas, terprogram, reliable dan visible sehingga dapat menjadi landasan sistem penyelenggaraan dari pendidikan spesialis. Visi suatu program  pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir adalah menjadi pusat unggulan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran nuklir di Indonesia yang bertaraf Internasional

Yang lalu dijabarkan dalam misi yaitu 
1. Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan terpadu untuk menghasilkan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir yang memiliki kompetensi dalam bidang diagnostik dan terapi dengan menggunakan teknik kedokteran nuklir secara profesional.

2. Memberikan bekal kemampuan akademik untuk dapat mengembangkan sub-cabang ilmu kedokteran nuklir sesuai dengan kepeminatannya secara professional

3. Memberikan bekal dan keterampilan kepada peserta didik untuk dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri secara profesional.

4. Mengupayakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Nuklir untuk mendapatkan akreditasi internasional dalam pendidikan profesi kedokteran nuklir
Secara umum suatu program  pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir memiliki tujuan untuk Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu kedokteran nuklir secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang kedokteran nuklir khususnya dan kesehatan pada umumnya yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, melaksanakan proses pendidikan yang mampu membekalkankecerdasan integratif yaitu kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) pada seluruh pesertadidik, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi padapengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional,serta penguasaan softskills yang dibutuhkan dunia kerja, baik untukmemenuhi kebutuhan pasar nasional maupun global, menghasilkan lulusan dokter spesialis kedokteran nuklir yang :

1. Memiliki rasa tanggung jawab dalam pengamalan kesehatan, khususnya ilmu kedokteran nuklir, sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila.

2. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu kedokteran nuklir, serta memiliki keterampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal.

3. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu kedokteran nuklir ke tingkat akademik yang lebih tinggi.

1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir
Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

8. Undang-undang.Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis.       

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi  adalah sebagai berikut.
Pasal 26
(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan   pendidikan akademik.
(2) Gelar akademik terdiri atas:
a. sarjana;
b. magister; dan
c. doktor.
(3)
Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
(4)
Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
(5) Gelar profesi terdiri atas:
a. profesi; dan
b. spesialis.
Pasal 28
(1)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
(2)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
(3)
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
b. 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
(4)
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: 
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
b.
Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
(6)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
(7)
Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.
Pasal 29
(1)
Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
(2)
Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
(3)
Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 42
(1)
Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
(2)
Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
(3)
Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
(4)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.
Pasal 43
(1)
Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 44
(1)
Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
(3)
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 55
(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3)
Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
(4)
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(5)
Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
(6)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(7)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.
Pasal 47
(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki  pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah

(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.
Pasal 86
(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. 

Pasal 87
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:

a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan

c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. 
Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
b.
Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi

pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
1.4 .Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir
Seorang dokter spesialis kedokteran nuklir mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang kedokteran nuklir, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan rnernpunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan ilmu kedokteran nuklir.

Pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir di Indonesia dan menghasilkan lulusan dokter spesiali nuklir yang kompeten, maka diperlukan tujuan pendidikan kedokteran nuklir yang tepat, yaitu setelah melalui proses belajar dengan suatu kurikulum dapat menghasilkan lulusan dokter spesialis kedokteran nuklir yang :
1. Memiliki rasa tanggung jawab dalam pengamalan kesehatan, khususnya ilmu kedokteran nuklir, sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila.

2. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu kedokteran nuklir, serta memiliki keterampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal.

3. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu kedokteran nuklir ke tingkat akademik yang lebih tinggi.

4. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etik profesi.
1.5 Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir:
Seorang dokter spesialis harus mampu 
1. Menerapkan prinsip-prinsip dan metode berpikir ilmiah dalam memecahkan masalah 

2. Menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mengikuti perkembangan ilmu kedokteran nuklir beserta teknologinya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

3. Mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian keilmuan dasar dan klinik, serta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan keilmuan dan pengalaman yang dimiliki

4. Memperoleh informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilaksanakan, dari penderita atau sumber lainnya;

5. Melakukan pemeriksaan fisik yang berhubungan erat dengan tindakan yang akan dilaksanakan;

6. Memilih dan melaksanakan tindakan yang tepat sehingga aman untuk penderita, personel, dan lingkungan;

7. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan sehingga sampai pada diagnosis yang beralasan, atas dasar korelasi dengan data klinik dan data penunjang yang ada;

8. Memberikan saran untuk tindakan lain atau pengobatan lebih lanjut yang akan memberikan manfaat yang optimal bagi penderita;

9. Melakukan penatalaksanaan penderita dengan penuh tanggung jawab, apabila penderita memerlukan pengobatan dengan bahan radioaktif;

10. Menunjukkan keterampilan yang memadai dalam membina komunikasi dengan penderita, dan untuk tukar menukar informasi ilmiah dengan sejawat lain;

11. Mampu berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan pada umumnya, dan khususnya ilmu kedokteran nuklir

12. Mampu berpartisipasi dalam pengembangan ilmu kedokteran nuklir

13. Melaksanakan kendali mutu dalam praktek kedokteran nuklir.

14. Memiliki rasa tanggung jawab dan menjaga budi pekerti luhur dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai dokter spesialis kedokteran nuklir yang berpegang teguh pada Etika Kedokteran Indonesia.

1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis    
     Kedokteran Nuklir : 

      1.6.1. Merevisi secara berkala buku kurikulum sesuai dengan kemajuan

                teknologi Kedokteran .
      1.6.2. Meningkatkan kompetensi lulusan dokter spesialis .
      1.6.3. Melaksanakan Ujian OSCE dan Ujian Akhir Nasional .

1.7 Baku Mutu Program Studi  Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir
       Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting. 

Dengan adanya perkembangan dalam dunia teknologi informasi, pasien memiliki akses yang lebih mudah untuk menerima informasi mengenai masalah kesehatan, sehingga lebih memahami berbagai aspek kesehatan, termasuk mengetahui sehat dan sakit, dan mengetahui akan berbagai pilihan dalam pelayanan kesehatan.

Masyarakat umum pada saat ini lebih mengharapkan adanya pelayanan kesehatan yang lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan menitikberatkan pada efisiensi di dalam pengobatan. Dokter di masa depan dituntut untuk memahami system pelayanan kesehatan yang berlaku dan bekerja dengan mengedepankan aspek efisiensi.

Dari sudut pandang profesi, pelayanan kesehatan pada saat ini mulai berubah kearah pendekatan pelayanan yang multiprofesi, dengan demikian batas-batas profesi menjadi tidak kaku. Oleh karenanya kemampuan untuk bekerja di dalam suatu tim menjadi suatu keharusan yang harus dicapai lulusan pendidikan kedokteran. Adanya berbagai perbuahan di atas mengharuskan suatu institusi pendidikan, di dalam hal ini, Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, untuk selalu memmperbaharui kurikulum pendidikannya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Nuklir Indonesia.

Kurikulum Ilmu Kedokteran Nuklir merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu kedokteran nuklir 

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna

Isi kurikulum meliputi fisika nuklir, instrumentasi dan deteksi radiasi, dosimetri dan proteksi radiasi, radiobiologi dan patologi radiasi, model kinetika dan sistem fisiologi, radiokimia dan radiofarmasi, metodologi penelitian, pemeriksaan invivo, pemeriksaan invitro dan terapi dengan menggunakan radionuklida.
Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran dan profesionalisme.

Standar pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagar landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas. 

A. Persyaratan Calon Peserta

Calon peserta PPDS-I IKN adalah dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran yang telah terakreditasi. 
Memperoleh IPK minimal 2.5 baik pre-klinik maupun klinik

Memperoleh nilai TOEFL > 450

B. Proses Seleksi

Penerimaan peserta PPDS Kedokteran Nuklir dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada periode Maret dan September.

1. PersyaratanUmum

a. Calon peserta PPDS-I IKN adalahWarga Negara Indonesia

b. Calon peserta PPDS-I IKNsudah memiliki Surat Tanda Registrasi

c. Calon peserta PPDS-I IKN membeli PIN dan menyertakan bukti pembayaran pembelian PIN

d. Calon peserta PPDS-I IKN mengisi biodata online dengan form berwarna putih, kuning, hijau

e. Calon peserta PPDS-I IKN adalah dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran yang telah terakreditasi

f. Memperoleh IPK minimal 2.5 baik pre-klinik maupun klinik

g. Memperoleh nilai TOEFL > 450

h. Calon peserta PPDS-I IKN melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP 

2. Fotokopi Ijasah Sarjana Kedokteran yang telah dilegalisir

3. Fotokopi Ijasah Dokter yang telah dilegalisir

4. Fotokopi transkrip nilai pre-klinik dan klinik yang telah dilegalisir

5. Surat rekomendasi dari IDI

6. Surat Keterangan berbadan sehat yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang semisal Majelis Penguji Kesehatan Pegawai untuk pegawai negeri.

7. Surat Keterangan tidak buta huruf

2. Tata cara Pengajuan Lamaran

· Calon peserta PPDS mengajukan lamaran kepada Dekan FK UNPAD yang kemudian diteruskan ke TKP PPDS-I FK UNPAD, dan selanjutnya ke IPDKN FK UNPAD.

· Lamaran disertai dengan dokumen yang tersedia di TKP PPDS-I FK UNPAD, diisi dan dipenuhi persyaratan kelengkapannya.

3. Di tingkat TKP PPDS-I, calon peserta PPDS I wajib mengikuti:

a. Wawancara

b. MMPI Test

c. TesPsikologi

d. Test TOEFL

4. Di tingkat IPDKN, calon peserta PPDS-I wajib untuk:

a. Melapor kepada Kepala Departemen

b. Mengikuti wawancara

c. Mengikuti Tes akademik dengan soal yang diperoleh dari Bank Soal Kolegium Ilmu Kedokteran Nuklir

d. Tes Bahasa Inggris

D. 1 Keputusan Penerimaan Peserta PPDS-I Ilmu KedokteranNuklir FK-UNPAD

1. Di tingkat IPDKN

Penilaian dilaksanakan oleh tim seleksi penerimaan yang terdiri dari 2 anggota tetap (Kepala Bagian dan Kepala Program Studi) ditambah dengan 3 anggota tidak tetap yang dipilih secara bergantian dari pendidik senior.

2. Penilaian dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara, MMPI, tes psikologi, tes akademik, dan tes bahasa inggris.

Nilai tambah diberikan kepada calon PPDS dengan:

· Memiliki karya ilmiah di bidang kesehatan

· Memiliki penghargaan di bidang kesehtan

· Memiliki nilai yang baik, baik untuk mata pelajaran Ilmu Kedokteran Nuklir dan nilai yang baik pada saat kepaniteraan di bagian Ilmu Kedokteran Nuklir.

· Computer literate.

3. Tata cara penilaian

Data yang diperlukan disajikan kepada tim seleksi penerimaan tanpa disertai nama. Data mengenai identitas calon peserta PPDS-I dipegang oleh yang terpercaya di antara anggota tetap, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian.

Setelah selesai penilaian kemudian disusun urutan kelulusan dari yang terbaik sampai yang memperoleh batas lulus penerimaan.

Jumlah calon peserta PPDS-I yang diterima disesuaikan dengan jumlah calon peserta PPDS-I yang memenuhi criteria kelulusan dan kapasitas penerimaan.

Setelah ditentukan nomor-nopmor yang akan di terima, baru identitas calon peserta PPDS tersebut akan dimumkan.

4. Hasil penelitian tim seleksi penerimaan selanjutnya dibawa ke rapat pleno staf, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD melalui TKP PPDS-I, dan kepada Kolegium Ilmu Kedokteran Nuklir Indonsia.

5. Calon peserta PPDS yang diterima ditentukan berdasarkan rapat yang dipimpin Rektor dengan anggota Pembantu Rektor I, Dekan Fakultas Kedokteran dan ketua TKP PPDS-I.

Rektor UNPAD mengirimkan surat pemberitahuan mengenai diterima atau ditolaknya calon peserta PPDS-I di Dep\artemen Ilmu KedokteranNuklir.
Tata Tertib

Selama pendidikan, PPDS akan melaksanakan komponen proses pembelajaran profesi dokter spesialis kedokteran nuklir sebagai berikut:

a. Pengayaan

Merupakan Program pengayaan materi untuk PPDS yang baru masuk sehingga PPDS baru lebih mengenal tentang cara belajar di bagian ilmu kedokteran nuklir serta diharapkan telah mengetahui ilmu dasar saat memasuki pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir.

b. Magang

Merupakan proses penerapan keprofesian dari ilmu yang telah didapat. Metode pembelajaran berupa demonstrasi, skills lab, analisis kasus, tatap muka terjadual dan tidak terjadual, dan pemberian tugas-tugas.

c. Aktifitas Pendidikan Terstruktur yang terdiri dari:

· Journal Reading  (21 kali)

· Referat (5 kali)

· Presentasi Kasus (1 kali)

· Presentasi nasional minimal 1 kali

· Presentasi internasional minimal 1 kali

· Presentasi oral baik nasional maupun internasional minimal 1 kali

d. E-Learning mempergunakan Sumber Online

e. Mengembangkan keterampilan dan mengikuti pelatihan prosedur dan praktik kedokteran nuklir. Diktum klasik yang sudah lama dikenal yaitu memperhatikan, mengerjakan dan mengajarkan (see, do, teach dictum) merupakan metode penting untuk memperoleh keterampilan.

f. Mendidik mahasiswa kedokteran, khususnya peserta Program Pendidikan profesi Dokter (P3D)

g. Disarankan untuk melakukan penelitian

Kegiatan Rutin PPDS antara lain:

a. Visite pagi yang dilakukan setiap hari kerja pada pukul 07.30

b. Pemeriksaan diagnostik kedokteran nuklir sesuai dengan rotasi yang telah ditentukan

c. Stase RS Jejaring di Rumah Sakit MRCCC dan RS Kanker Dharmais Jakarta.

Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Sanksi pendidikan adalah seperangkat tindakan yang berupa teguran lisan atau tertulis, mengulang di suatu subbgaian/divisi/unit kerja program pendidikan spesialis dipekerjakan di suatu unit kerja yang berhubungan dengan pendidikan skorsing sampai dengan pemutusan studi.

Sanksi pendidikan ditujukan untuk memperbaiki kinerja peserta didik dan atau untuk melindungi pasien/masyarakat, institusi dan peserta didik sendiri terhadap kerugian akibat pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh peserta didik atau akibat kondisi khusus tertentu.

Jenis Pelanggaran/kelalaian atau kondisi khusus peserta didik

Jenis pelanggaran/kelalaian atau kondisi khusus peserta didik termaksud di atas dapat dikelompokkan kedalam;

1. Kelalaian Administratif

2. Kekurangan dalam pencapaian kompentesi

3. Tidak mampu mempertahankan kompetensi yang telah dicapai selama masa pendidikan

4. Sikap perilaku yang melanggar etika dan profesionalisme

5. Pelanggaran hokum

6. Masalah Khusus seperti penggunaan NAPZA dan penyakit tertentu

Kelalaian administratif 

Kelalaian administratif dapat berupa : 

1. Tidak melakukan registrasi. 

Bila tidak melakukan registrasi tanpa alasan yang jelas maka yang bersangkutan tidak diperkenankan  untuk mengikuti kegiatan pendidikan pada semester tersebut dan semester tersebut diperhitungkan  dalam masa studi. Peserta didik tersebut tetap diwajibkan hadir di program studi dan penempatan  kerjanya di atur oleh Ketua Program Studi. 

Bila tidak melakukan registrasi selama 2 semester berturut-turut peserta didik dianggap mengundurkan  diri. Surat keputusan mengenai pemutusan studi yang bersangkutan diterbitkan oleh Rektor Universitas  Padjadjaran atas laporan Pimpinan Fakultas.

Meninggalkan proses pembelajaran tanpa alasan yang dapat diterima 
Pendidikan Program Spesialis merupakan pendidikan yang mempunyai ciri yang sangat spesifik berupa  hubungan yang sangat erat antara pembelajaran akademik dan praktek keprofesian.  Peserta didik, secara progresif memperoleh pemaparan klinis (clinical exposure) yang memadai untuk  memperoleh pengalaman klinis yang diperlukan untuk mencapai keahlian, yang dengan keahlian tersebut  mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sangat baik.  Secara ringkas, karakteristik pendidikan dokter spesialis berupa "education, clinical exposure, and experience" yang akan mengantarkan peserta didik menjadi seorang "expertise, evidence-based  practice and excellence".  

Dengan memahami karakteristik tersebut, peserta PPDS-I harus mengikuti semua kegiatan pendidikan  dengan sebaik-baiknya. 

· Bila peserta PPDS-I meninggalkan proses pembelajaran kurang dari satu minggu, tanpa alasan yang  dapat diterima, maka yang bersangkutan akan menerima teguran tertulis.  

· Bila peserta didik meninggalkan proses pembelajaran selama 2 (dua) minggu baik berturut-turut atau  tidak, yang bersangkutan diharuskan mengulang di subagian/divisi/unit kerja tempat yang bersangkutan  bekerja. Penempatan yang bersangkutan selama menunggu rotasi berikutnya ditentukan oleh Ketua  Program Studi.  

· Bila peserta PPDS-I meninggalkan proses pembelajaran selama 2 ( dua ) minggu, Ketua Program Studi  akan mengirim surat teguran dengan tembusan kepada Pembantu Dekan I dan TKP PPDS-I. 

· Bila dalam  2 ( dua ) minggu yang bersangkutan tidak kunjung membalas surat tersebut atau tidak menghubungi  program studi, Ketua Program Studi akan mengirimkan surat teguran kedua dan ketiga dengan selang  antara 2 (dua) minggu.  

· Bila dalam 2 minggu setelah surat teguran ketiga, yang bersangkutan tidak kunjung membalas surat tersebut atau tidak menghubungi program studi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai peserta PPDS-I Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Ketua Program Studi menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Pimpinan Fakultas untuk proses pemutusan studi. 

Tidak mematuhi jam kerja 

Bila peserta didik diketahui tidak mematuhi jam kerja, yang bersangkutan akan mendapat teguran lisan, bila tetap berulang akan diberikan teguran tertulis. Bila setelah 2 (dua) kali mendapat teguran tertulis,  yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan, yang bersangkutan diharuskan mengulang di  subagian/divisi/unit kerja dimana dia bekerja. 

Kekurangan dalam pencapaian kompetensi 

Bila peserta didik memperoleh nilai di bawah batas kelulusan, yang bersangkutan diharuskan mengulang di  subagian/ divisi /unit kerja tempat yang bersangkutan bekerja. Bila yang bersangkutan tidak lulus di 2 (dua)  subagian/unit kerja dalam suatu jenjang pendidikan, Ketua Program Studi akan menerbitkan teguran tertulis dengan tembusan kepada wali/instansi pengirim dan TKP PPDS. Bila mengalami 3 (tiga) kali tidak lulus, selain  menerbitkan teguran tertulis, KPS akan mengirimkan peserta PPDS-I tersebut ke Tim Konseling di program studi  terkait. Bila masih tetap tidak menunjukkan perbaikan, yang bersangkutan ditawarkan untuk alih program studi,  mungkin terdapat perbedaan antara minat dan bakat. 
Ketidak mampuan dalam memelihara kompetensi yang telah dicapai selama masa pendidikan. 

Ketidak mampuan untuk mempertahankan kompetensi yang telah diperoleh pada suatu jenjang pendidikan merupakan suatu bentuk kelalaian peserta didik.  Bila peserta didik telah dinyatakan lulus dan suatu subagian/divisi/unit kerja, sebagai ilustrasi, yang bersangkutan telah lulus dari subagian/divisi Radiofarmasi, namun misalnya pada saat melaksanakan tugas jaga  menunjukkan suatu kesalahan yang mendasar dalam melakukan prosedur persiapan radiofarmaka, maka yang  bersangkutan diharuskan untuk mengulang di subagian tersebut. Sebelum menjatuhkan sanksi, Ketua Program  studi akan meneliti secara seksama dan dengan melibatkan Staf Pendidik dari subagian/divisi tersebut 

Sikap Perilaku melanggar etika dan profesionalisme 
Sikap perilaku yang melanggar etika dan profesionalisme antara lain dapat berupa sikap perilaku terhadap : 

1. Pasien: 

· Tidak menunjukkan sikap belas kasih, misalnya bersikap kasar 

· Tidak menunjukkan sifat altruisme.malah menelantarkan pasien dan keluarganya 

· Tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan pasien, tidak memberikan rasa nyaman 

· Tidak dapat dipercaya 

· Tidak dapat menjaga kerahasiaan pasien 

· Tidak peka terhadap nilai nilai ras, gender, dan nilai lain yang dianut pasien seperti agama dan kepercayaan. 

2. Pendidik 

Misalnya tidak bersikap santun terhadap pendidik, baik yang berasal dari program studi yang bersangkutan maupun yang diluar program studi 

3. Sejawat residen, baik yang berasal dari satu program studi maupun diluar program studi, baik terhadap yang senior, sederajat maupun terhadap yang yunior.  Pelanggaran diantaranya dapat berupa kekerasan verbal, fisik maupun tekanan secara finansial 

4. Paramedis dan karyawan rumah sakit seperti misalnya tidak menghargai tugas dan kewajiban mereka.

5. Keilmuan 

Dapat berupa meninggalkan/ tidak mengikuti acara ilmiah seperti pumal review! reading ,referat,sajian kasus ),atau melalaikan tugas yang bersifat keilmuan seperti tugas baca; tanpa alasan yang dapat diterima. 

6. Instrtusi 

Seperti tidak menjaga peralatan Rumah Sakit Pendidikan dengan baik, atau tidak mengindahkan peraturan Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran UNPAD. 

Pelanggaran hukum 

Bila peserta didik diduga melanggar hukum dan sedang dalam proses penegakkan hukum, peserta didik dibebaskan dari tugas mengikuti proses pembelajaran. Bila dikemudian hari dinyatakan tidak bersalah, yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti kembali  proses pembelajaran. Masa yang hilang sebagai akibat proses penegakkan hukum diusahakan dengan meminta  bantuan Pimpinan Fakultas untuk tidak dimasukkan kedalam masa studi terjadwal. Bila telah ditetapkan bersalah, Rektor akan mengeluarkan sanksi berupa skorsing sampai pemutusan studi. 

Kondisi khusus peserta PPDS 

Yang dimaksud kondisi khusus peserta PPDS-I dapat berupa yang bersangkutan diketahui sebagai pengguna NAPZA atau memiliki penyakit kejiwaan, dan lain sejenisnya.  Dengan berlakunya UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, status pengguna narkotik bukan lagi  diklasifikasikan sebagai kriminal, namun sebagai pasien yang wajib lapor diri dan menjalani rehabilitasi, kecuali  bila yang bersangkutan juga bertindak sebagai pengedar atau sejenisnya. Yang bersangkutan harus menjalani  rehabilitasi medik atau sosial di institusi yang drtunjuk pemerintah. Hal ini sesuai dengan UU nomor 35 Tahun  2009 tentang Narkotik dan sesuai pula dengan salah satu komponen kompetensi dari area kompetensi  pengembangan profesi dan kepribadian yang menyatakan bahwa peserta didik harus memiliki  kemampuan untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan dan  kemampuan profesi. 

Yang bersangkutan dibebaskan dari proses pembelajaran selama masa pengobatan dan rehabilitasi, namun tetap diperhitungkan kedalam masa studi terjadwal. Bila yang bersangkutan dinyatakan telah bebas dari  penggunaan NAPZA dengan menunjukkan sertifikat dari institusi yang merawat atau merehabilitasi, diperkenankan kembali melanjutkan pendidikan. Namun untuk tingkat pemakaian ketergantungan, yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri sebagai peserta PPDS-I, mengingat tingkat ketergantungan  memiliki angka kekambuhan yang tinggi. Kondisi ini harus berdasarkan keterangan dari Dokter Spesialis  Kedokteran Jiwa bagian Adiksi. 

Khusus bagi peserta PPDS-I yang dalam kegiatannya banyak berhubungan dengan zat-zat yang dapat menimbulkan adiksi, seperti Program Studi Anestesi dan Terapi Intensif dan llmu Kedokteran Jiwa, demi kebaikan dirinya dan masyarakat, pengguna NAPZA tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikan. 

Bagi peserta didik yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti psikotik atau gangguan kepribadian yang menunjukkan atau berpotensi untuk menimbulkan ketidakamanan/ kerugian bagi dirinya dan pasien/masyarakat, tidak diperkenankan untuk melanjutkan proses pembelanjaran. Kondisi ini harus berdasarkan keterangan dari Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. 

Peserta didik yang mengalami kondisi khusus di atas dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikannya, Pimpinan Fakultas atas laporan Ketua Program Studi mengusulkan penghentian studi kepada Rektor 

Derajat berat ringannya bentuk pelanggaran/kelalaian 
Pengertian mengenai batasan tentang pelanggaran ringan dan sedang diserahkan kepada Ketua Program Studi melalui penelaahan bersama dengan jajaran staf pendidik, termasuk kepala bagian/departemen, terutama dalam hal menyangkut aspek sikap perilaku yang melanggar etika dan profesionalisme. 
Contoh pelanggaran ringan adalah peserta didik tidak mengikuti acara ilmiah kurang dari 3 kali tanpa alasan yang dapat diterima. Namun peserta PPDS-I harus menyadari bahwa pelanggaran ringan yang dilakukan berulang, dapat berakumulasi menjadi pelanggaran sedang. Contoh pelanggaran sedang adalah melakukan kekerasan verbal terhadap peserta PPDS-I yunior. Pelanggaran berat dapat berupa plagiatism, kelalaian yang dapat menimbulkan kecacatan, dan sebagainya. Pelanggaran/kelalaian yang dinilai berat harus diperkuat oleh keputusan Komite Medik R.S Pendidikan. 

Bentuk Sanksi Pendidikan 

Pelanggaran ringan diberikan teguran lisan dan atau tertulis. Pelanggaran sedang, selain teguran tertulis disertai dengan mengulang di subagian /divisi/unit kerja tertentu paling lama 3 bulan. Penempatan di subagian/divisi/unit kerja tersebut disesuaikan dengan kepentingan pendidikan peserta PPDS-I. Sanksi pendidikan tersebut diberlakukan segera setelah keputusan pemberian sanksi pendidikan diterbitkan oleh Ketua Program Studi. 

Pelanggaran berat, yang diperkuat oleh penilaian komite medik R.S Pendidikan, sanksi pendidikan dapat berupa skorsing atau pemutusan studi. Program Studi memberi laporan kepada Dekan Fakultas Kedokteran mengenai adanya pelanggaran berat tersebut disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan Rapat Senat Fakultas untuk membahas pemberian skorsing atau pemutusan studi.  Surat keputusan skorsing atau pemutusan studi diterbitkan oleh Rektor Universitas Padjadjaran atas usulan Pimpinan Fakultas. 

Pemutusan Studi 
Peserta PPDS-I dinyatakan putus studi bila tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi, atas keinginan sendiri, evaluasi atas pencapaian kompetensi, pelanggaran etika dan profesionalisme, dan atau sebab lain sebagai berikut: 

Kelalaian Administrasi 

1. Tidak melaksanakan registrasi selama 2 semester berturut-turut 

2. Meninggalkan proses pembelajaran selama lebih dari 2 ( dua ) minggu tanpa alasan yang dapat diterima dan tidak mengindahkan surat teguran ke-3 yang dikirimkan oleh Ketua Program Studi. 

Atas Keinginan sendiri 

Peserta didik berhak mengundurkan diri dari pendidikan atas dasar keinginan sendiri dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Pimpinan Fakultas dengan tembusan kepada TKP PPDS disertai alasan pengunduran diri.Sebagai contoh adalah karena alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan.Segala akibat pengunduran diri ditanggung oleh yang bersangkutan, seperti misalnya pengembalian dana beasiswa.dan sebagainya. 
Atas dasar evaluasi pencapaian kompentensi 

Alasan ini seyogyanya tidak terjadi dalam proses pendidikan dokter spesialis, namun adakalanya setelah berbagai upaya dilaksanakan namun derajat kompetensi tertentu sebagai persyaratan kelulusan tidak kunjung dicapai. Dalam keadaan ini dengan berat hati, atas dasar tanggung jawab profesi pendidik terhadap masyarakat pemutusan studi tidak dapat dihindarkan. 

Sebaiknya pemutusan studi dilakukan pada jenjang pertama dari pendidikan atas dasar pertimbangan kebaikan peserta didik. Namun dalam keadaan tertentu yang sangat tidak diharapkan, pemutusan studi dapat terjadi pada jenjang di atasnya, misalnya peserta PPDS-I melakukan pelanggaran berat pada jenjang senior. 

Agar tidak terjadi pemutusan studi atas dasar evaluasi pencapaian kompetensi, peserta PPDS-I harus berupaya sekuat tenaga dan dengan kerjasama yang baik dengan para pendidik untuk meningkatkan kinerja mereka. 

Pemutusan studi dilaksanakan bila peserta didik : 

1. Mendapat nilai D atau E dari 2 subbagian/divisi, baik secara berturut-turut atau tidak. 

Peringatan pertama diberikan pada saat peserta didik mendapat nilai D atau E yang pertama. 

2. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti ujian local maupun ujian nasional, seperti : 

· Journal Reading  (21 kali)
· Referat (5 kali)

· Presentasi Kasus (1 kali)

· Presentasi nasional minimal 1 kali

· Presentasi internasional minimal 1 kali

· Presentasi oral baik nasional maupun internasional minimal 1 kali

· Bila masa pendidikan tahap Junior diperkirakan akan melebihi batas ahir studi. 

Dengan demikian, maka penghentian studi peserta PPDS dilaksanakan bila peserta didik tidak lulus (nilai C) di 6 subbagian baik berurutan ataupun tidak berurutan. 

Atas dasar Pelanggaran Etika dan Profesionalisme yang berat 

Pelanggaran etika berat yang diperkuat keputusan komite medik RS Pendidikan diajukan ke rapat Senat Fakultas, bila Senat Fakultas sependapat dengan Program Studi dan Komite Medik RS Pendidikan, Pimpinan Fakultas mengajukan usulan pemutusan studi kepada Rektor. 

Pemutusan Studi akibat telah melebihi batas ahir studi 

Bila karena sesuatu hal PPDS-I dalam proses pendidikannya telah melewati batas ahir studi, yang bersangkutan dapat dilakukan pemutusan studi. 

Kondisi khusus 

Penderita pengguna NAPZA atau gangguan kejiwaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan yang diperkuat oleh keterangan tertulis dari dokter spesialis kedokteran jiwa dapat dilakukan pemutusan studi. 

Persyaratan Dosen

Dosen adalah mereka yang karena keahliannya diberi wewenang oleh Dekan dan Rektor sepengetahuan kolegium orthopaedi dan traumatologi indonesia untuk membimbing, mendidik dan menilai. Dosen , dalam prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi minimal 5 orang dengan kualifikasi pembimbing, pendidik, dan penilai..

Penggolongan Dosen

1. 1. Pembimbing : 

a) Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir 

b) Dokter Spesialis(staf tamu) dalam bidang lainnya yang berhubungan dengan Ilmu Kedokteran Nuklir seperti; bedah onkologi, endokrin, bagian jantung, instrumentasi, radiofarmasis dan lainnya  baik dari dalam maupun luar FK Unpad.

2. Pendidik : punya pengalaman kerja minimal yang terus menerus : 

a. Dokter SpKN dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun 

b. Staf tamu dengan rekomendasi dari Tim Ko​ordinasi Pelaksana Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir .

3. Penilai : 
a) Dokter SpKN atau Staf Tamu yang mempunyai pengalaman sebagai penilai dengan rekomendasi dari Tim Koordinasi Pelaksana Program Studi kedokteran Nuklir.

b) memberi kesempatan kepada staf akademik  untuk mengembangkan bidang keahlian masing-masing 

c) mendorong staf akademik  untuk menghasilkan karya ilmiah; 

d) mendorong staf akademik  untuk mengembangkan ilmu bagi masyarakat dan pembangunan.

A. Proses Pendidikan

Metode pembelajaraan dalam program studi kedokteran nuklir terdiri dari Penerapan Keprofesian dan Akademik yang dikemas dalam bentuk-bentuk pengalaman belajar yaitu:

a. Tugas baca

b. Mengikuti kuliah pra-sarjana

c. Mengikuti penyajian naskah ilmiah , simposium, kongres, seminar kedokteran nuklir dan lain-lain yang berkaitan.

d. Mengikuti presentasi kasus penyakit di bagian klinik terkait.

e. Diskusi dengan bimbingan

f. Melakukan pemeriksaan dan penelitian in-vivo dan in-vitro.

g. Penafsiran hasil pemeriksaan in-vivo dan in-vitro

h. Melakukan konsultasi dan rujukan berbagai kasus problematik yang berhubungan dengan kedokteran nuklir

i. Melakukan pemantapan kendali mutu kedokteran nuklir

j. Ikut serta memberikan bimbingan bagi peserta Program Stratum I

k. Menyusun dan menyajikan naskah ilmiah

l. Mengikuti kuliah pascasarjana

m. Stase di Bagian Penyakit Dalam, Radiologi, dan Bedah dan lain - lain yang dianggap perlu

2. Tahapan Pendidikan

Tahap pertama:

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahap pertama ini adalah setiap dokter spesialis kedokteran nuklir,

1. Memiliki pengetahuan teori dasar fisika nuklir, radiofarmasi dan computer

2. Memiliki dan memahami pengetahuan tentang fisiologi dan patofisiologi penyakit, pencegahan, pengobatan dan problematikannya, serta peran kedokteran nuklir

3. Memiliki keterampilan memilih prosedur kedokteran nuklir yang tepat dan dapat emngerjakan pemeriksaan in-vivo dan in-vitro

4. Memiliki kemampuan untuk membuat diagnose dari pemeriksaan kedokteran nuklir yang dilakukan dan memahami aplikasi kliniisnya, serta dapat memberikan saran pemerksaa lanjutan yang diperlukan

5. Memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan dokter lain dalam pengelolaan penyakit.

Tahap kedua:

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahap kedua adalah pendidikan untuk menambah dan melengkapi pengetahuan dengan pengalaman klinik dari berbagai cabang spesialisasi kedokteran yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu kedokteran nuklir, antara lain melalui stase di bidang spesialisasi lain, terutama bagian ilmu penyakit dalam dan radiologi.

	No
	Tingkatan / Level Kompetensi
	Semester
	Ruang Lingkup Kompetensi

	1.
	Level 1

( Orientasi dan Pembekalan )
	1, 2, 3
	Pemeriksaan:

· Sidik Kelenjar Gondok, 

· Renografi & GFR, 

· Sidik Tulang

· Dakriositografi

· In Vitro

	2.
	Level 2

( Magang )
	4, 5
	Pemeriksaan :

· Sidik Perfusi Miokard 

· MUGA

· Terapi Iodium Radioaktif pada kasus kelainan jinak kelenjar tiroid

· Terapi Iodium Radioaktif pada kasus keganasan kelenjar tiroid

	3.
	Level 3

( Mandiri )
	6, 7, 8
	Pemeriksaan :

· Onkologi dengan FDG dan Pemeriksaan Kedokteran Nuklir lainnya

· Terapi Topikal menggunakan Fosfor 32

· Paliatif Bone pain

· Terapi MIBG


Evaluasi Hasil Belajar

Tujuan:

Untuk menentukan apakah peserta telah mencapai tujuan pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran nuklir dan berhak menerima ijasah.

Poin Penilaian:

1. Kemampuan memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah

2. Pengetahuan peserta dalam bidang ilmu kedokteran nuklir

3. Keterampilan

4. Sikap peserta dalam tugas sehari-hari: tanggung jawab terhadap pekerjaan, sikap terhadap sesama sejawat dan sikap terhadap pegawai di tempat pendidikan.

Cara Penilaian:

Penilaian akhir dilakukan dengan cara:

1. Ujian tertulis

2. Ujian Keterampilan

3. Pengamatan kegiatan sehari-hari

4. Analisa tingkah laku

Pedoman Ujian

Penilaian akhir dilakukan dan diputuskan oleh ketua program studi bersama para penilai. Jika diperlukan penilai dari luar lingkungan IKN di tingkat regional atau nasional atas dasar pertimbangan ketua bidang studi dan disetujui Ketua Program Studi, maka harus diperhatikan kesesuaian bidang spesialisasi penilai ini dengan tujuan pendidikan dokter spesalis kedokteran nuklir yang sedang dinilai.

Kelulusan

Pada umumnya setiap program studi memiliki berbagai jenjang pendidikan seperti yunior-madya dan senior. Setiap jenjang terdiri dari berbagai subbgaian atau unit kerja / kumpulan modul. Kelulusan terdiri dari kelulusan dari setiap subbagian/divisi/unit kerja, kelulusan suatu jenjang pendidikan dan kelulusan akhir pendidikan.

Pada umumnya penilaian dapat berdasarkan:

· Penguasaan keilmuan spesialistik atau yang berhubungan, melalui ujian pilihan berganda dan modifikasinya, esai dan lisan

· Analisis kaus

· Audit morbiditas dan mortalitas

· Presentasi pada saat ronde/visite besar atau visite subbagian/divisi

· Kegiatan sehari-hari dalam mengelola pasien

· Journal Review, referat dan presentasi kasus

· Penilaian buku log / portofolio

· Pengamatan langsung dalam melaksanakan prosedur medik atau tindakan operatif

· OSCE

· Mini-CEX

· Dan lain-lain sesuai dengan ke khas-an program studi

Bila semua subbagian/divisi/unit kerja pada suatu jenjang pendidikan telah lulus semua, maka peserta didik memperoleh promosi ke jenjang pendidikan berikutnya, misalnya setelah lulus dari jenjang junior yang bersangkutan mendapat promosi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang madya. Bila semua jenjang telah berhasil dilewati dengan baik, maka peserta didik berhak mendapat gelar dokter spesialis yang ijasahnya ditanda tangani oleh Rektor Universitas Padjajaran.

Hampir setiap program studi telah memberlakukan Ujian/Evaluasi Nasional (national board examination) yang diselenggarakan oleh kolegium terkait. Kebanyakan program studi mempersyaratkan kelulusan dari Ujian / Evaluasi nasional sebelum diperkenankan untuk mengikuti wisuda pascasarjana di Universitas.

Nilai, Huruf Mutu dan Angka Mutu

Pada saati ini di universitas Padjajaran penilaian terhadap pencapaian hasil pembelajaran digunakan pola Penilaian Acuan Patokan (PAP). Menurut ketentuan seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dinyatakan dengan huruf A,B,C,D, dan E. namun karena dalam pendidikan dokter spesialis, selain ditentukan oleh pihak universitas, juga ditentukan oleh pihak Kolegium, bila Kolegium terkait menganut pemberian atribut plus atau minus dibelakang huruf mutu, hal ini dapat diterima dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pimpinan Fakultas.

BAB II
Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian STUDI
2.1 Karakteristik
      Merupakan pendidikan akademik profesional 
2.2 Kualifikasi
       Pendidikan Pasca Sarjana ( Pendidikan Sp1/ Pendidikan Vokasi )
2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi :  8 Semester

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI 
DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR
Akreditasi program studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir . Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.
BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:
1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi  untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (dokter spesialis dan dokter gigi spesialis), sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan standard kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Indonesia.
Program Studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  menyelenggarakan  proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis  dengan masa studi 7 – 8  semester. 
BAB IV
ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI 
PROGRAM STUDI 
Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi  program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) standar akreditasi program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program studi; 2) prosedur akreditasi  program studi  yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi  program studi; 3) instrumen akreditasi  program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu  program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) kode etik akreditasi  program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi  program studi.
Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir . Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.
4.1 Standar Akreditasi Program Studi 
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.
Standar akreditasi program studi dokter spesialis kedokteran nuklir  mencakup standar tentang komitmen program studi dokter spesialis kedokteran nuklir  terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu: 
Standar 1.    Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian 
Standar 2.     Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar 3.    Mahasiswa dan lulusan 
Standar 4.    Sumber daya manusia 
Standar 5.     Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar 6.     Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7.     Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis kedokteran nuklir  Indonesia yang terdiri dari 3 standar kompetensi Dokter Spesialis kedokteran nuklir  Indonesia.
Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.
Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. 
Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude). 
Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.
Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi  sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan  dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi  dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. 
Sistem  pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia.  Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi.  Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan  standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu   pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 
Standar 3. Mahasiswa dan lulusan
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.
Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.
Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi program studi yang bersangkutan. 
Standar 4. Sumber daya manusia
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi  memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi. 
Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi Dokter Spesialis kedokteran nuklir.
Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk  mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi  menjalin kerjasama dengan program studi  dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.
Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada. 
Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis kedokteran nuklir. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.
Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, bedside teaching, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok. 
Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis kedokteran nuklir, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.  
Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.
Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi. 
Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi  dalam suatu lembaga nirlaba. 
Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan  digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.  
Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya.  Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.
Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan. 
Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis kedokteran nuklir.
Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. 
Penelitian adalah salah satu tugas pokok  yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi. 
Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai  peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir  yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi.  Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba.  Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. 
Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.
Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.
4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi
Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.
4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi 
Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi  dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang. 
Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 
Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan. 
Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi. 
Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance). 
Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.
4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi 
Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT. 
Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the do) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu  institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders  (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.
Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.
Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.
Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.
.
Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 
Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut. 
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi. 
Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).
Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
Tim asesor adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi. 
Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi. 
DAFTAR RUJUKAN
DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. Handbook of Accreditation. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities. London: The Falmer Press. 

Baldridge National Quality Program. 2008. Education Criteria for Performance Excellence. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.
BAN-PT. 2003. Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010. Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28.

 http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. et al. 1996. Management Information and Performance Indicators in Higher Education. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. Quality assurance in higher education. Proposal for consultation. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning. London: Kogan Page Limited.
Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Kedokteran Nuklir tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. Benchmarking: A Manual for Australian Universities. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin. M.K. 2000. Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. Handbook of Accreditation.  Alameda, CA.
LAM-PTKes








iv
LAM-PTKes: Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis 2015

